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Abstrak 

Konflik yang terjadi antara Pakistan dan India pada perbatasan kedua negara dalam perebutan 

wilayah Kashmir telah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Meski telah banyak upaya yang dicoba 

untuk mendamaikan kedua negara, namun konflik tetap berlanjut hingga banyak menimbulkan 

kerugian pada penduduk asli Kashmir yang berlangsung sampai saat ini. Sebagai negara yang 

memiliki hubungan baik dengan Pakistan dan India, Indonesia dapat dinyatakan sebagai negara yang 

bersifat netral dan memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi mediator kedua negara 

tersebut sebagai upaya resolusi konflik. Artikel ini bertujuan untuk membahas upaya-upaya dalam 

melakukan resolusi konflik antara Pakistan dan India dalam perebutan wilayah Kashmir serta 

peluang yang dimiliki Indonesia untuk menjadi mediator kedua negara tersebut. Metode penelitian 

menggunakan kualitatif eksploratif dan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka yang 

berbasiskan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya peluang yang dimiliki Indonesia 

untuk menjadi mediator dalam resolusi konflik Kashmir. 

Kata Kunci: Resolusi konflik, konflik Pakistan-India, Kashmir, Indonesia, Mediator 

Abstract 

The conflict between Pakistan and India on the border of the two countries in the dispute over the 

Kashmir region has been going on for years. Although many efforts have been tried to reconcile the 

two countries, the conflict continues to cause a lot of harm to the indigenous people of Kashmir 

which continues to this day. As a country that has good relations with Pakistan and India, Indonesia 

can be declared as a neutral country and has a large enough opportunity to become a mediator 

between the two countries as a conflict resolution effort. This article aims to discuss the efforts to 

resolve the conflict between Pakistan and India in the dispute over the Kashmir region and the 

opportunities that Indonesia has to become a mediator between the two countries. The research 

method in this study uses exploratory qualitative and data collection techniques in the form of 

literature studies based on secondary data. The results of the study indicate that Indonesia has an 

opportunity to become a mediator in the resolution of the Kashmir conflict. 

Keywords : Conflict Resolution, Pakistan-India Conflict, Kashmir, Indonesia, Mediator. 

 

Pendahuluan 

Sejak tahun kemerdekaannya pada 1947, negara Pakistan dan India terus 

memiliki hubungan yang kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya konflik 

bersenjata yang telah terjadi sebanyak empat kali sejak tahun kemerdekaannya 

hingga saat ini (Fajria, 2018). Adapun konflik tersebut terjadi disebabkan oleh 

adanya perebutan wilayah Kashmir yang terletak di antara kedua negara tersebut 

yang juga masih berlangsung hingga saat ini. Konflik perebutan Kashmir antara 

Pakistan dan India ini semakin memanas dengan adanya keputusan Perdana 

Menteri India, Narendra Modi yang mulai mencabut pasal 370 dari Undang-

Undang India yang berisi tentang adanya hak istimewa bagi wilayah Kashmir pada 
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tahun 2019 lalu. Sebab dengan adanya kebijakan tersebut, wilayah Kashmir akan 

kehilangan hak otonominya serta dapat menyebabkan adanya warga negara India 

yang dapat membeli tanah di wilayah Kashmir tanpa batas, yang mana sebelumnya 

merupakan suatu pelanggaran (Rosdiana, 2020). Kebijakan ini pula menjadi 

pertentangan bagi Pakistan, sebab mayoritas warga Kashmir memiliki kesamaan 

ideologi dengannya, yaitu beragama Islam. 

Adanya kebijakan baru tersebut, memunculkan kekhawatiran akan 

terputusnya hubungan bilateral antara Pakistan dan India, khususnya dalam bidang 

perdagangan dan ekonomi. Konflik yang terus berlanjut tersebut juga menyebabkan 

adanya kegentingan bagi negara-negara di kawasan Asia pada umumnya, dan 

negara-negara di kawasan Asia Selatan khususnya (Noer Aieni, 2017). Hal ini 

disebabkan oleh adanya kekuatan militer yang telah dimiliki oleh kedua negara 

dengan kapasitas nuklir yang memadai sehingga diperkirakan akan memunculkan 

kehancuran dunia apabila peperangan terjadi di antara kedua negara. Yang mana, 

kedua negara ini telah beberapa kali melakukan uji coba nuklir yang terakhir kali 

terjadi pada awal Januari 2020 lalu dimana hal ini dapat dikatakan sebagai upaya 

bandwagoning menurut perspektif realis (Hervi, 2019). Usaha untuk mendamaikan 

kedua negara kembali dilakukan oleh South Asian Association for Regional 

Cooperation (SAARC) yang merupakan organisasi regional di Asia Selatan dengan 

cara melakukan KTT SAARC setiap tahunnya sejak tahun 1985. Namun hingga 

pada pertemuan ke-14 tahun 2007, konflik antara kedua negara kembali memanas 

sebab adanya tuduhan India terhadap Pakistan yang melakukan serangan ke 

Mumbai di India (Aisy, 2015). 

Upaya untuk mendamaikan kedua negara tersebut kembali dilakukan 

dengan adanya Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang menawarkan diri 

untuk memediasi kedua negara. Meski pada akhirnya, upaya tersebut belum dapat 

diterima dengan baik oleh pihak India sebab dikhawatirkan akan adanya 

keberpihakan yang akan dilakukan olehnya serta adanya kepentingan nasional India 

yang dapat terhalangi apabila Amerika Serikat menjadi mediator dalam resolusi 

konflik perebutan wilayah Kashmir tersebut (Ahmad, 2019). Adapun desakan 

perdamaian telah banyak dilakukan oleh beberapa pihak internasional sebab konflik 

antara Pakistan dan India dalam perebutan Kashmir tidak hanya menimbulkan 

kerugian secara ekonomi, melainkan juga melibatkan kasus agama dan 

kemanusiaan, dimana konflik ini setidaknya telah menjatuhkan ribuan korban 

selama lebih dari tujuh dekade, baik dari warga sipil maupun dari anggota militer 

itu sendiri. 

 Di sisi lain, pada dasarnya upaya dalam mendamaikan Pakistan dan India 

terhadap perebutan kepemilikan wilayah Kashmir sebelumnya telah dilakukan oleh 

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak awal kemerdekaaannya. Dimana PBB telah 

melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi tujuan dibentuknya yaitu 

menjaga perdamaian di dunia, dimana usaha tersebut sempat melemah dengan 

pernyataan bahwa permasalahan antara Pakistan dan India harus diselesaikan 

terlebih dahulu secara bilateral pada resolusi tahun 1964 (Effendi, 2005). Meski 

demikian, konflik yang terus berlanjut hingga saat ini dapat membuktikan bahwa 

upaya bernegosiasi antara kedua negara dalam mencapai perdamaian belum dapat 

terlaksana dengan baik. Adapun usaha lain yang dapat dilakukan untuk mencapai 
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perdamaian antara kedua negara apabila proses negosiasi kedua belah pihak belum 

dapat berjalan dengan baik, yaitu dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah 

konflik antara kedua negara (Horne, 2013). 

Hal ini disebabkan oleh adanya kekhawatiran akan adanya keberpihakan 

saat berlangsungnya proses mediasi apabila mediator tidak bersifat netral terhadap 

kedua negara tersebut. Adapun organisasi internasional PBB telah dinilai masih 

memiliki posisi yang kuat untuk menjadi mediator sebagai upaya dalam 

mendamaikan Pakistan dan India dalam resolusi konflik perebutan Kashmir. 

Sedangkan Dewan Keamanan PBB, merupakan pengampu tugas dalam mencapai 

perdamaian konflik tersebut (Danial, 2010). 

Sejak bulan Agustus 2020, Indonesia kembali dilantik menjadi presiden 

Dewan Keamanan PBB. Dengan posisi ini, Indonesia memiliki beban tanggung 

jawab untuk melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PBB sebelumnya 

dalam mewujudkan keamanan dunia, khususnya perihal konflik perebutan Kashmir 

tersebut. Mediasi transformative dapat dilakukan oleh negara Indonesia terlebih 

atas jabatan barunya tersebut yang mana bertujuan untuk memperbaiki dan 

menyelesaikan hubungan antara kedua negara berkonflik usai terjadinya sengketa 

(Sugianto, Simeon, & Wibowo, 2020). Hal ini juga dapat didukung dengan adanya 

hubungan antara Indonesia dengan Pakistan serta India yang dinilai cukup baik dan 

dapat dikatakan sebagai negara yang netral untuk menengahi perselisihan antara 

kedua negara tersebut. 

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

membahas lebih detail terkait upaya-upaya penyelesaian konflik antara Pakistan 

dan India yang telah dilakukan terhadap perebutan wilayah Kashmir yang 

berkepanjangan serta untuk menjawab apakah terdapat peluang yang dimiliki oleh 

Indonesia sebagai mediator dalam resolusi konflik tersebut. Adapun analisa 

penelitian yang akan digunakan, ialah dengan menggunakan pendekatan 

multidisiplin.  

Terdapat pengembangan hipotesa penelitian yang ditemukan melalui tinjauan 

pustaka, dimana tinjauan pertama memaparkan tentang kontribusi yang telah 

dilakukan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menangani konflik bersenjata 

antara Pakistan dan India dalam perebutan kekuasaan Kashmir pada periode 2011–

2013 (Rizky, 2016). Atas persetujuan kedua negara, PBB menjadi mediator non-

negara yang bersifat netral dalam menyelesaikan konflik Kasmir, dan telah 

mengajukan referendum. Namun demikian, pengajuan referendum tersebut belum 

ditindaklanjuti oleh kedua negara hingga terjadi konflik bersenjata kembali pada 

tahun 2013 serta adanya konflik perebutan wilayah yang masih terus berlanjut 

hingga saat ini bahkan telah dilakukannya uji coba nuklir oleh negara Pakistan dan 

India pada awal 2020 lalu. 

Tinjauan berikutnya peneliti menemukan adanya sengketa perebutan wilayah 

Kashmir melalui pandangan hukum internasional yang berlaku. Penelitian tersebut, 

telah menjelaskan terkait tingkat pelanggaran hukum internasional yang telah 

terjadi antara negara Pakistan dan India, dimana kedua negara tersebut telah 

ditengahi pula oleh organisasi kawasan Asia Selatan, The South Asian Association 

for Regional Cooperation (SAARC) dan telah ditinjau dari segi ekonomi dan sosial 

(Aisy, 2015; Alhayyan, 2012). Namun demikian, usaha tersebut belum 
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terealisasikan dengan baik hingga belum memberikan dampak yang cukup 

signifikan terhadap penyelesaian konflik antara kedua negara. Adapun upaya 

mediasi dari pihak Amerika Serikat telah dilakukan, namun mendapatkan 

penolakan dari pihak India yang merupakan salah satu pihak berkonflik (Ahmad, 

2019).  

Berkaitan dengan tinjauan-tinjauan pustaka yang telah ditemukan oleh 

penulis, ditemukan adanya novelty atau kebaruan dalam penelitian ini. Dimana 

penelitian yang penulis lakukan berfokus pada upaya-upaya resolusi konflik antara 

Pakistan dan India dalam perebutan wilayah Kashmir secara menyeluruh. Adapun 

penelitian terkait peluang yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjadi mediator 

dalam upaya resolusi konflik perebutan Kashmir melalui jabatannya sebagai Dewan 

Keamanan PBB, yang mana belum ditemukan penelitian serupa pada hasil 

penelitian-penelitian sebelumnya. Di sisi lain, hal tersebut dapat diperkuat dengan 

adanya kedekatan Indonesia terhadap negara Pakistan dan India yang terbilang 

sama, sehingga Indonesia dapat menjadi pihak netral untuk mendamaikan kedua 

negara melalui konsep resolusi konflik. 

Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif yang 

menggambarkan hasil penelitian tanpa adanya statistika atau angka-angka. Data-

data diperoleh melalui adanya observasi, wawancara pada beberapa sumber tertentu 

yang paham akan objek penelitian, serta melakukan adanya studi literatur dari 

penelitian ataupun dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya (Farr, 2008; 

Soendari, 2006). Adapun data-data tersebut didapatkan dalam bentuk kualitatif 

berbasiskan data sekunder, kemudian dianalisis dan dibantu oleh adanya teori dan 

konsep yang digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat memperoleh hasil 

penelitian yang jelas. Di sisi lain, pengujian validitas data dilakukan menggunakan 

metode triangulasi, serta dilakukan adanya diskusi lanjutan (peer debriefing) 

dengan para akademisi. 

Hasil dan Pembahasan 

Mediasi dalam Diplomasi  

Pelibatan pihak ketiga sebagai penengah konflik internasional atau yang 

biasa disebut sebagai mediasi, dapat dilakukan melalui pendekatan resolusi konflik 

dimana mediator dapat berasal dari kalangan negara yang bersifat netral terhadap 

kedua negara berkonflik, ataupun melalui organisasi-organisasi internasional yang 

juga bersifat netral terhadap kedua negara (Chan, 2017). Sifat netral pada mediator 

merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimilikinya untuk menghindari 

adanya ketidakadilan dalam pencapaian resolusi konflik yang mana keputusan akhir 

tetap berada di tangan kedua pihak bersengketa. Dengan kata lain, seorang mediator 

tidak memiliki hak untuk memberikan keputusan, melainkan membantu kedua 

pihak bersengketa untuk memutuskan resolusi yang terbaik dan dapat diterima oleh 

kedua belah pihak. Dalam hal ini, Laurence Boulle menyatakan beberapa peran 

yang dimiliki oleh mediator dalam melakukan mediasi pada resolusi konflik di 

antaranya mewujudkan rasa percaya dari kedua belah pihak berkonflik 
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terhadapnya, melakukan analisa mendalam terhadap konflik yang sedang terjadi, 

memberikan fasilitas untuk melakukan diskusi dalam menyelesaikan masalah yang 

ada terhadap pihak berkonflik, melakukan promosi terkait realitas dan komunikasi 

yang bersifat konstruktif, memberikan bimbingan terhadap pihak berkonflik, 

memberikan motivasi pada pihak berkonflik untuk mengakhiri konflik yang terjadi, 

serta menyarankan dan mengevaluasi (Oktarezki, 2021).  

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa seorang mediator memiliki 

peran utama sejak awal dimulainya proses resolusi konflik dan mediasi dapat 

diakhiri apabila keputusan akhir telah dikeluarkan oleh kedua pihak berkonflik. 

Adapun hasil akhir yang dapat diperoleh oleh pihak berkonflik dari mediasi ialah 

win-win sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Namun demikian, adanya peran-

peran yang dimiliki mediator dalam resolusi konflik pada era digitalisasi juga 

memiliki tantangan yang cukup besar sebab akan terdapat intervensi media yang 

dapat memperburuk konflik yang sedang terjadi sehingga mediator harus dapat 

memiliki keseimbangan dan kepandaian dalam mendapatkan kabar benar terkait 

konflik yang sedang terjadi (Khairunnisa, 2021). Di sisi lain, peran mediator 

sebagai pihak ketiga yang bersifat netral tersebut pada akhirnya menyebabkan 

pemilihan mediator seringkali berdasarkan pengaruh kuat yang dimiliki olehnya 

terhadap para pihak berkonflik (Suwandono, 2018). 

Penyebab Konflik Perebutan Kashmir 

 Dari segi historis, konflik yang terjadi antara Pakistan dan India dalam 

perebutan wilayah Kashmir berawal saat kolonialisme Inggris membagi negara 

India menjadi dua bagian, India dengan penduduk mayoritas beragama Hindu dan 

Pakistan dengan penduduk Muslim terbanyak. Namun demikian, pembagian negara 

tersebut meninggalkan kepemilikan wilayah Kashmir. Dengan demikian, wilayah 

tanpa pemilik tersebut menyebabkan adanya perebutan dari negara Pakistan dan 

India hingga terjadinya konflik dan peperangan hingga saat ini (Ayunda, 2017). 

Dalam hal ini, konflik perebutan wilayah terus terjadi sebab adanya masyarakat 

Kashmir yang mayoritas beragama Islam namun memiliki pemimpin yang 

beragama Hindu. Dimana hal tersebut memunculkan tidak hanya konflik perebutan 

wilayah, melainkan juga melibatkan adanya konflik berbasiskan identitas agama 

dan kemanusiaan (Fauzi, Sari, & Rachmat, 2016; Raharjo, 2015). 

 Di samping adanya identitas agama yang menjadi salah satu penyebab 

terjadinya konflik antara Pakistan dan India, keadaan wilayah Kashmir juga 

menjadi salah satu penyebab terjadinya perebutan tersebut. Dimana wilayah 

Kashmir memiliki sumber daya alam yang kaya dengan adanya tanah yang subur 

dan pembangunan pedesaan yang terus mengalami perkembangan (Ahmad Sheikh, 

2018). Adapun beberapa aliran sungai yang bermuara dari wilayah Kashmir menuju 

kawasan Pakistan dan India, telah menjadikan lahan pertanian pada kedua negara 

tersebut bergantung terhadapnya (Azlan, Nasrin, & Ali, 2017). Di sisi lain, 

keindahan alam yang dimiliki oleh wilayah Kashmir dapat menarik banyak sekali 

wisatawan hingga kancah internasional. Dengan demikian, adanya sumber daya 
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alam yang melimpah dan indah di wilayah Kashmir dapat dianalisa sebagai salah 

satu penyebab terjadinya sengketa perebutan tersebut. 

 Di sisi lain, adanya konsep kepentingan nasional telah menjadi salah satu 

hal yang sangat penting dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri. Sebab pada 

dasarnya, keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuannya sangat bergantung 

pada kebijakan yang dikeluarkannya (Dermawan, 2020). Dengan demikian, adanya 

konflik dalam perebutan Kashmir dapat dianalisa sebagai salah satu cara yang 

dimiliki oleh Pakistan dan India dalam menggapai kepentingan nasionalnya 

masing-masing. Dimana kepentingan tersebut dapat tercapai apabila wilayah 

Kashmir berhasil dikuasai. Sebagaimana sumber daya alam yang indah dan kaya 

yang dimiliki oleh wilayah Kashmir, kekayaan alam tersebut dapat menjadi sumber 

perekonomian yang besar bagi negara. Baik dari segi pariwisata yang dapat 

mendatangkan wisatawan lokal ataupun asing, pertanian, ataupun dari segi 

perkebunan sekalipun. Dimana keberadaan wisatawan dari mancanegara tersebut 

dapat mempermudah dan mempererat adanya kerjasama atau diplomasi yang 

terjalin dengan negara-negara lainnya (Carbone, 2017). Sebab pada dasarnya, 

kawasan pariwisata telah menjadi sektor yang cukup penting dalam 

mengembangkan perekonomian suatu negara (Sudirman, Sarma, & Susilawaty, 

2020).  

Upaya Resolusi Konflik Kashmir  

 Adanya periode yang berlangsung cukup lama dalam perebutan Kashmir 

juga telah melibatkan beberapa pihak dalam upaya resolusi konflik. Hal ini 

disebabkan oleh adanya ancaman nasional yang dimiliki oleh negara-negara di 

kawasan Asia Selatan apabila Pakistan dan India terus bersengketa hingga 

terjadinya peperangan. Sebab pada dasarnya, kedua negara tersebut merupakan 

negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan Asia Selatan (Nugroho, 2017). 

Dalam hal ini, PBB dengan perdamaian dunia sebagai salah satu tujuan 

didirikannya memiliki peran yang cukup besar sebagai mediator dalam upaya 

resolusi konflik di Kashmir. Dimana PBB telah mengeluarkan resolusi pada tahun 

1948 serta 1949 yang mendukung adanya kemerdekaan bagi wilayah Kashmir. 

Namun demikian, resolusi PBB tersebut dapat dianalisa telah gagal memperoleh 

kedamaian antara Pakistan dan India dalam sengketanya (Wani & Suwirta, 2014). 

Hal ini diperkuat dengan adanya sengketa yang terus berlangsung antara kedua 

negara, baik secara langsung ataupun secara bandwagoning dalam perspektif 

realisme (Hervi, 2019). 

 Selain adanya upaya mediasi resolusi konflik yang dilakukan oleh 

organisasi internasional PBB, upaya tersebut juga dilakukan oleh organisasi 

internasional kawasan Asia Selatan SAARC yang mana fokus dalam bidang 

ekonomi dan politik di kawasan tersebut. Sebab pada dasarnya, adanya konflik 

antara dua kekuatan besar di kawasan sebagaimana Pakistan dan India telah 

menjadikan ekonomi dan politik di kawasan Asia Selatan juga terancam. Adapun 

dalam upaya resolusi konflik tersebut, SAARC mengalami tantangan berupa 

adanya keterlibatan negara-negara lain sebagaimana Amerika Serikat, Soviet dan 
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Cina dalam pelaksanaan mediasi tersebut. Hingga pada KTT SAARC tahun 2004, 

organisasi kawasan tersebut berhasil memunculkan kesepakatan pada Pakistan dan 

India untuk menyelesaikan konflik Kashmir dengan adanya pertemuan dan 

negosiasi lanjutan pada pertemuan berikutnya (Aisy, 2015). Namun demikian, 

adanya upaya resolusi konflik tersebut hanya bersifat sementara. Dimana hal ini 

dapat dianalisa dengan adanya konflik lanjutan yang terjadi antara Pakistan dan 

India dalam perebutan Kashmir. Adapun hal tersebut terjadi sebab adanya 

kepentingan-kepentingan nasional lainnya yang belum diperoleh oleh kedua negara 

tersebut. 

 Di sisi lain, upaya resolusi konflik telah dilakukan dengan adanya diplomasi 

publik oleh pekerja seni pada tahun 2015 melalui media film Bajrangi Bhaijaan. 

Dimana film tersebut menjadi media yang mengungkapkan adanya perdamaian 

antara negara Pakistan dan India serta adanya toleransi beragama yang baik 

khususnya antara Islam dan Hindu dimana kedua agama tersebut telah menjadi 

agama mayoritas pada kedua negara berkonflik tersebut. Adapun dalam upaya 

diplomasi publik, berbagai macam media komunikasi digunakan untuk mendukung 

tersebarnya film tersebut pada kancah internasional. Dalam hal ini, nilai-nilai 

perdamaian antara Pakistan dan India berhasil diperluas dengan baik pada tingkat 

nasional, regional ataupun internasional (Lutfiyana, 2018; Sitepu, 2017). Dimana 

hal tersebut dianalisa dengan adanya ulasan-ulasan serta penelitian-penelitian yang 

mengindikasikan adanya sisi baik dan keberhasilan dari film tersebut khususnya 

dari segi diplomasi antara dua negara. 

 Adapun upaya lain dalam resolusi konflik dilakukan oleh Amerika Serikat 

pada masa kepemimpinan presiden Donald Trump di tahun 2017, dimana upaya 

mediasi ditawarkan oleh duta besar Amerika Serikat. Namun demikian, upaya 

mediasi tersebut mendapatkan penolakan dari India sebagai pihak berkonflik 

hingga mediasi mengalami kegagalan untuk mendamaikan kedua negara. Sebab 

pada dasarnya, medisi dapat dilakukan apabila kedua pihak berkonflik menyetujui 

adanya mediator tersebut (Alhayyan, 2012). Adapun di sisi lain, pihak Pakistan 

menyetujui Amerika Serikat sebagai mediator dalam resolusi konflik tersebut. 

Dalam hal ini, terdapat beberapa penyebab penolakan yang dilakukan oleh pihak 

India untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai mediator. Dimana India ingin 

mempertahankan Kashmir sebagai konflik internal sebab wilayahnya terdapat pada 

bagian teritorial India, serta adanya keraguan dari pihak India terhadap pihak 

Amerika Serikat yang memiliki kepentingan lebih pada Pakistan (Ahmad, 2019). 

Adanya kepentingan lebih tersebut dapat menyebabkan adanya kecenderungan 

dalam mengambil keputusan dari pihak mediator pada saat mediasi berlangsung. 

Hal ini diperkuat dengan adanya kepentingan nasional Amerika Serikat di Pakistan 

dalam menjaga pertahanan dari terorisme, serta adanya pertahanan dari ideologi 

komunis di kawasan Asia Selatan (Fauzi et al., 2016). Dimana ideologi komunis 

yang di bawah Uni Soviet pernah membantu India dalam pasokan senjata nuklir 

pada tahun 1984 yang menambah adanya ancaman keamanan kawasan (Dewi, 

2006). Meski pada dasarnya, kerjasama ekonomi yang terjalin antara Amerika 

Serikat dan Pakistan memiliki kekuatan yang hampir seimbang dengan India. 
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Peluang Indonesia Menjadi Mediator Resolusi Konflik 

 Meski telah dilakukan beberapa upaya dalam resolusi konflik antara 

Pakistan dan India, ternyata belum memberikan hasil perdamaian di antara kedua 

negara dalam perebutan Kashmir. Hal ini menyebabkan adanya keamanan 

internasional yang semakin terancam diikuti dengan adanya pencabutan hak 

otonomi masyarakat Kashmir oleh Narendra Modi yang menyebabkan semakin 

panasnya konflik. Dalam hal ini, Indonesia dengan jabatannya sebagai Dewan 

Keamanan PBB sejak tahun 2019 berkontribusi dalam upaya stabilitas dan 

perdamaian global dengan pembuatan press statement perdamaian yang merupakan 

bagian dari mekanisme diplomasi pada Dewan Keamanan PBB. Adapun hal 

tersebut dapat dilakukan dengan melakukan resolusi konflik dan dialog ataupun 

negosiasi untuk mewujudkan perdamaian di dunia global. Adapun prinsip yang 

diterapkan dalam jabatannya tersebut, Indonesia merujuk pada UUD tahun 1945 

serta pancasila yang mengedepankan adanya perdamaian dan mendukung hak asasi 

manusia di dunia. Di sisi lain, upaya-upaya dalam resolusi konflik dilakukan sesuai 

dengan fungsi dan wewenang yang dimiliki Dewan Keamanan PBB berupa 

memelihara keamanan dan perdamaian internasional sebagaimana yang 

tercantumkan dalam Piagam PBB Pasal 24 (KEMLU, 2019). 

 Selain dipandang dari adanya kedudukan Indonesia sebagai Dewan 

Keamanan PBB sejak tahun 2019, peluang yang dimiliki Indonesia untuk menjadi 

mediator dalam resolusi konflik Kashmir juga dapat dilihat dari segi hubungan 

diplomatik antara Indonesia dan kedua negara berkonflik tersebut. Dimana hal ini 

dilihat untuk memperkuat adanya peluang mediator, hingga kedua negara 

berkonflik menyetujui adanya mediasi sebagai resolusi konflik (Horne, 2013). 

Indonesia memiliki hubungan yang kuat dengan India khususnya di bidang 

perekonomian serta pertahanan laut. Dalam bidang perekonomian, hubungan 

Indonesia dan India diperkuat dengan adanya kerjasama lanjutan terkait ekspor 

minyak kelapa sawit di India (Ingpraja, 2020). Adapun dari segi kerjasama 

pertahanan laut dengan India telah terjalin sejak tahun 2000 hingga menghasilnya 

kesepakatan-kesepakatan baru terkait pertahanan laut dan telah memberikan 

dampak yang baik bagi kedua negara terlebih sejak adanya program JDCC yang 

disepakati (Rasyid, 2020). Dengan demikian, Indonesia dianalisa memiliki 

hubungan yang kuat dengan India dan memiliki peluang untuk mendapatkan 

persetujuan menjadi mediator dari pihak berkonflik tersebut. 

 Adapun pandangan dari hubungan antara Indonesia dan Pakistan sebagai 

pihak kedua yang berkonflik, juga memiliki kerjasama yang kuat khususnya di 

bidang ekonomi dan perdagangan. Hal ini dianalisa dari adanya kerjasama 

perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia dan Pakistan yang diawali dengan 

adanya penandatangan perjanjian perdagangan preferensial atau PTA oleh 

Indonesia. Dimana perdagangan internasional telah menjadi kegiatan 

perekonomian yang semakin pesat perkembangannya untuk mencapai adanya 

kemudahan dalam bertransaksi (Hafiz, 2020). Adapun hubungan diplomatik 

tersebut kembali diperkuat dengan adanya diplomasi perdagangan yang dilakukan 

oleh Indonesia terhadap Pakistan melalui minyak kelapa sawit yang terus 
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mengalami peningkatan dalam kerjasamanya (Hibatullah & Nashir, 2021). Di sisi 

lain, kerjasama dalam bidang kelapa sawit juga dilakukan oleh Indonesia terhadap 

India yang dapat dianalisa sebagai kedua negara yang memiliki potensi lebih dalam 

hal pemasaran. Adapun dengan demikian, ketersalingan dalam kerjasama antara 

Indonesia dengan Pakistan dan India dapat dianalisa sebagai suatu kekuatan yang 

dapat memberikan peluang bagi Indonesia dalam upaya resolusi konflik Kashmir 

sebagai mediator. 

Simpulan 

 Adanya kepentingan nasional yang dimiliki oleh Pakistan dan India menjadi 

salah satu penyebab terjadinya konflik Kashmir yang belum terselesaikan meski 

telah terdapat beberapa upaya resolusi konflik dari beberapa pihak. Adapun konflik 

tersebut telah menimbulkan ancaman yang besar khususnya di kawasan Asia 

Selatan. Di sisi lain, adanya jabatan Indonesia sebagai Dewan Keamanan PBB serta 

hubungan diplomatik yang kuat dengan kedua negara berkonflik dapat menjadikan 

Indonesia berpotensi untuk menjadi mediator dalam resolusi konflik tersebut. 

Namun demikian, adanya perlibatan agama dalam konflik Kashmir juga dapat 

menjadi penghalang adanya potensi Indonesia dalam mendamaikan kedua negara. 

Sebab pada dasarnya, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat 

beragama Islam dan Pakistan sebagai salah satu pihak berkonflik juga merupakan 

negara Islam. Dengan demikian, adanya peluang bagi Indonesia sebagai mediator 

konflik Kashmir memerlukan adanya aksi lanjutan baik dari segi penelitian ataupun 

dari segi kebijakan luar negeri dengan pemberian tawaran terhadap kedua negara 

berkonflik untuk menjadikan Indonesia sebagai mediator dengan upaya mencapai 

resolusi konflik. 
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